BUPATI SIAK 


PROVINSI RIAU 

PERATURAN BUPATI SIAK 
NOMOR V\ TAHUN 2017 
TENTANG 

PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 99 TAHUN 
2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SIAK, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang 
telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan Perubahan 
Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak 
Nomor DPA-SKPD 2.01.2.01.01.00.00.5.1, Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Siak Nomor DPA-SKPD 
2.09.2.09.01.00.00.5.1, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas 
Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak Nomor DPA-SKPD 
3.01.3.01.01.00.00.5.1, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas 
Pariwisata Kabupaten Siak Nomor DPA-SKPD 3.02.3.02.01.00.00.5.1, 
3.02.3.02.01.01.18.5.2, 3.02.3.02.01.01.20.5.2, Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
Kabupaten Siak Nomor DPA-SKPD 3.05.3.05.01.00.00.5.1, Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Sungai Apit Nomor DPA-SKPD 
5.07.5.07.02.00.00.5.1, 5.07.5.07.02.01.22.5.2 pada Jenis Belanja 
Tidak Langsung dan Belanja Langsung; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Kelima Belas Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 874); 

13 . Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25 Seri A); 



14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak 
Tahun 2016 Nomor 8); 

15 . Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 
Nomor 13 Seri A); 

16 . Peraturan Bupati Siak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 
Nomor 19); 

17. Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 
99); 


MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA BELAS 

ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 99 TAHUN 2016 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2017. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan; 

1. Daerah adalah Kabupaten Siak. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat 
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 


BAB II 

PERUBAHAN ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2017 

Pasal 2 

Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak 
Tahun Anggaran 2017 berada pada Jenis Belanja Tidak Langsung Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Transmigrasi 



dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Siak Nomor DPA-SKPD 2.01.2.01.01.00.00.5.1, 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas 
Perhubungan Kabupaten Siak Siak Nomor DPA-SKPD 2.09.2.09.01.00.00.5.1, 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas 
Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak Siak Nomor DPA-SKPD 
3.01.3.01.01.00.00.5.1, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Nomor DPA-SKPD 
3.02.3.02.01.00.00.5.1, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Nomor 
DPA-SKPD 3.05.3.05.01.00,00.5.1, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Sungai Apit Nomor DPA-SKPD 
5.07.5.07.02.00.00.5.1 pada Jenis Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Nomor 
DPA-SKPD 3.02.3.02.01.01.18.5.2, 3.02.3.02.01.01,20.5.2, Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Sungai Apit Nomor 
DPA-SKPD 5.07.5.07.02.01,22.5.2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 


BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak. 


Ditetapkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal /\6 lur\i 2017 

BUPATI SIAK, 



Diundangkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal 3 luni 2017 


SYAMSUAR j' 


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, 



NIP. 19600125 198903 1 004 


BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 7 H 



Lampiran I : Peraturan Bupati Siak 

Nomor : f ^ Tahun 2017 
Tanggal : "l QWr>» 2017 


PEMERINTAH KABUPATEN SIAK 
RINGKASAN PERUBAHAN/PERGESERAN PENJABARAN APBD 
TAHUN ANGGARAN 2017 


SEBELUM SETELAH i 

PERGESERAN/PERUBAH PERGESERAN/PERUBAH 


BERTAMBAH / 
(BERKURANG) 


/Kum ali Penginapan/ Pesangg ral 


1 t M'OI Reklame Papan/Btll Doard/videotron/ n 

1 05 _ Pajak Penerangmr Jala» _ 

1.05. U1 Pajak Pe nerangan Jalan PLN _ 

1 05 0 1 Paj.tk Peneranga n Jalan N on PLN 

i 07 _ Pajak Air Tanah _ 

1. 07 01 _ Pajak Air T anah _ 

! 08 _ Pajak Sarang Buru n g Wali-i _ 

i .08.01 Pajak Sarang Burung WiiIbi _ 

1 . H) Pajak Mineral Bu kiui Logtun dan Bal mil 

1 10 06 Pajak Mineral Hukn.ll Logam dan Batnai 


107 245 000.000,00 
800 000.000,00 
250 000 000,00 


4.000.000.000,00 
65.000.000,00 
65.000.000,00 
450 000 000,00 ~ 
450.000.000,00 


52.000.000.000,00 
32 000.000.000,00 
130 000 000,00 " 


1.701493.415.636,00 

199 . 247 . 636 . 989,00 

107 245.000.000,00 
800.000 000,00 | 
250.000.000,00 

_ 500 000 000,00 

50.0110.000,00 


51.500.000.000,00 
16 500.000 000,00 
35 000 000 000,00 ' 
32 000.000.000,00 
32 000 000 000,00 ' 


Paiak Bumi tlan B 
[Pajak Bumi dan B 


3.000.000.000,00 
15.000.000.000,00 
15 000 000 000,00 


I Retribusi Pelayanan Persampahan/Keberi 
Rel ribu si Pe layanan Parkir di tepi jalan u r 


175.000.000,00 
7.100.000.000,00 
7.400.500 000,00 


Lain-lain Pendapatan Asli Dafr.th yang Sah 
_ Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 

Penjualan hasil pelemakan _ 

_ Penjuaiaitn Hasi l Bersih Lel ang A set Daerah_ 

Jasa Giro Kas Daerah _ 

_ Pe ndapata n dan Pen gemb a lian _ 

_ Pendapatan t lan p e ngembalian kelebihan pembayaran la 

Pendapatan dari Angsuran/Cieilan Penjualan _ 

Bun«a Pengembalian A ngsuran Pinjaman Kredit PKK 


6 000 000.000,00 
6 000 000 000,00 ~ 
4 000.000.000,00 


Ditnn Kapitast Jaminan Kesehatan Nasional (JKN| pada F 

kesehat an Ting kat Perlama(FKTP) _ 

_ Dana Kapitast Jaminan Kesehatan Nasional 1JKN) __ 

Dana Perimb angan ____ 

_ Bagi Hasil Pajnk/Bagi Hasil Bukan Pajak _ 

Bagi Hasil Pajak _ 

B agi H asil tl ati Pajak Bumi dan Ban gunan _ 

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPhl Pasal 25 dan Pasal 2 
pajak utang Pribadi dalam negen dan PPh Pasal 21 

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumb er Daya Alam _ 

Bagi Hasil tlan P t uvt s t Sumber Dava Hutan _ 

Bagi Hasil tlan Iuran Eksplorasi tlan Iuran Eksploitasi | Royali i) 


823.590.293.980,00 
450.700.959.980,00 
408 156 821.980,00 


372 889 334.000,00 
7 802 713.000,00" 
660.772.000,00 ~ 


1.. 175.036.989,00 
1 . 271 . 514 . 225 . 980,00 
823.590 293.980,00 " 
450.700.959.980,00 ~ 
408.156 821 980,00 ~ 




















































































































































































































KODE 

REKENING 

URAIAN 

SEBELUM 

PERGESERAN/PERUBAH 

AN 

SETELAH 

PERGESERAN/PERUBAH 
AN 

BERTAMBAH / 
(BERKURANG) 

KETERANGAN 

.2.2.03.34 

Belanja Jasa Penunjang Kegiatan/Operasional Program 

5.853.600.000,00 

5.853.600.000,00 

0,00 


.2.1 03.33 

3efanja Jiisa Pftugas Sp?e(! Boac! Patroli, Kapal Ferry, Bus Air dan Tug 
Boat 

302.400.000,00 

302.400.000,00 

0,00 


.2.2.03 3(> 

Belanja Jasa Petugas Siak TV dan Radio Penyiaran Kabupaten (RPKl 

702.000.000.00 

702.000.000,00 

0.00 




89.800.000,00 

89.800.000,00 

0,00 




2.127.600.000,00 

2 127.600.000,00 

0,00 


.2.2 03.39 

Belanja Jasa Petugas Kebersihan, TPA (BU L). Peralatan dan 
J ei bengkelnn Alat Berat, Venuc Olah Raga. Situs Peninggalan 
Bersejarah dan Objek Wisata 

6.625.800.000,00 

6.625.800.000,00 

0,00 


2.2 03 40 

Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kantor/Tenaga Kainnya (SK Bupati 
Siak) 

3.187.800.000,00 

3.187.800.000,00 

0,00 




168.000.000,00 

168 000.000,00 

0,00 




1.281.000.000,00 

1.281 000 000,00 

0,00 




757.770.290.00 

757.770.290.00 

0,00 




168.420.000,00 

168.420.000,00 

0.00 



trlanja l’reim Asuransi Barang Milik Daerah 

401.800.000,00 

401 800.000.00 

0,00 



Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja Nun PNS 

22.722.000,00 

22.722.000,00 

0.00 



BH'injii Premi Asuransi Krsehalim Non PNS 

136 164 730,00 

136.164.730,00 

0,00 




28.663.560,00 

28 663.560,00 

0,00 




19.542.520.090,00 

19 542.520.090,00 

0,00 




2.803.369.000,00 

2.803.360.000,00 

0,00 



Belanja Pengganiian Suku Cadang kendaraan bermotor 

4.502.126.500,00 

4.502.126.500.00 

0,00 




10.771.333.500,00 

10.77 1.333.500,00 

0,00 



Belanja Jasa KIR kendaraan bermotor 

41.300.000,00 

41.300.000.00 

0,00 




l 424 391.090,00 

1 424.391.090,00 

0,00 



Belanja Cetak dan j'enggandaan 

15.220.122.306.00 

15 220.122.306,00 

0,00 




13 050.812.098,00 

13 050.812 098,00 

0,00 


1.2.2 06.02 


2.041.990.208.00 

2.041.990.208,00 

0,00 



1 JcLmjrt petiiilid.m 

127.320.000,00 

127.320.000,00 

0,00 




7.233.140.000,00 

7 233 140 000.00 

0.00 



BcliUtja sewa rumah |«baian/ rumah dimts 

275.000.000,00 

275.000 000,00 

0,00 


3.2.2.07.02 

f telan i a sewu gedung/ kanlor/tempai 

6 396 040.000,00 

6 396.040 000,00 

0,00 




562.100.000,00 

562 100.000,00 

0,00 




3 444.208.200,00 

3.444.203.200,00 

0,00 


3.2.2.08.01 

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 

1.415 145.000,00 

1 415.145.000,00 

0,00 




1.072.000 000,00 

1.072 000 000.00 

0,00 



Belanja sewa Stuana Mobilitas Udara 

957.063.200,00 

957.063.200,00 

0,00 




8.994 359.000,00 

8.994.359.000.00 

0.00 




68 805.000,00 

68 805 000,00 

0.00 


3.2.2.10.04 

Belanja sewa generator 

32.000.000.00 

32 000 000,00 

_ 0,00 



Belani» sewa tenda dan perlengkapannya 

6.200.849.000,00 

6 200.849 000,00 

0 00 




189.350.000,00 

189 350.000,00 

0,00 


3.2.2.10.07 

Belanja Sewa Suund Svsrein dan Alat elektronik kainnya 

2 503.355.000,00 

2 503 355.000,00 

0.00 


n .2 2 1 1 

Belania Makanan dan Mimnmm 

26 267 503.500,00 

26.267.503.500,00 

0,00 


5.2 2 ]]■()! 

UeUuiju m.tkiuian <i«u> mimunan harian p^guw.u 

1 649.800.000,00 

1.649.800 000.00 

0,00 


i i.cjj 

BwTinia makanan d.ui minuinTui rapat 

6.070.9 76.000,00 

6 070.976.000,00 

0,00 


5.2.2.11.03 

Belanja makanan dan minuin.ui tamu 

6.306.315.000,00 

6.306.3 15 000,00 

0,00 


5 2.2.11.04 

Belanja makanan d.tn minuman Kegiatan 

11.872.912.500,00 

11 872.912.500,00 

0,00 


5 2 2.1 1.05 

Belanja makanan dan minuman pasien 

367 500.000.00 

367 500.000,00 

0,00 


5.2.2.12 

Belania Pakaian Dinas dan Atributnya 

839.785.480,00 

839.785.480,00 

0,66 


5.2.2.12.02 

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSHI 

180 000.000,00 

180 000.000,00 

0,00 


5.2.2.12.03 

Belanja Pakaian Sipil Lengkap IPS L j 

61 250.000,00 

61.250.000,00 

0,00 


5 2.2.12.04 

Belanja Pakaian Dinas Harian [PDH) 

168 190 480,00 

168 190 480.00 

0,00 


5.2.2.12.05 

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 

218.700.000,00 

218 700.000,00 

0,00 


5.2.2.12.06 

Belanja atribut kelengkapan pakaian dimts 

211.645 000,00 

211.645.000,00 

0.00 


5.2.2.13 

Belanja Pakaian Kerja 

1.327.415.000,00 

1.327.415.000,00 

0,00 


5.2 2.13.01 

Belanja pakaian kerja lapangan 

1 249.715.000,00 

l 249 715.000,00 

0,00 


5 2 2 13.02 

Belania atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan 

77.700.000,00 

77.700 000.00 

0.00 


5 2 2 H 

Belanja Pakaian khusus dan hari-han tertentu 

3 380.304.500,00 

3.380.304.500,00 

0,00 


5.2.2 14.02 

Belanja pakaian adai daerah 

1.249 900 000,00 

1.249.960.000,00 

0,00 


5.2 2 14.03 

Belanja pakaian batik tradisional 

233.000.000,00 

233.000.000.00 

0,00 


5 2.2.14 04 

Bekuija pakaian olahraga 

803.275.500,00 

803.275.500,00 

0.00 


5.2.2.14.05 

Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 

1.094 129.000.00 

1.094 129.000,00 

0.00 


5.2.2.15 

Belanja Perjalanan Dinas 

84.819.810.575,00 

84.819.810 575,00 

0.00 


5.2 2.15 01 

Belania perjalanan tlinas dalam dacraji 

25 784.401.400.00 

25.784.401.400,00 

0,00 


5.2 2 15.02 

Bel uija perjalanan dinas luar daerah 

59.035 409.175,00 

59 035 409.175,00 

0,00 


3.2.2.18 

Belanja Jasa Publikasi 

10.819.957.000,00 

10.819 957.000.00 

0,00 


5.2.2 18.01 

Belanja Jasa Publikasi Media Celak 

8 217. 257.000,00 

8.217 2 57.000.00 

0,00 


5.2.2 18.02 

Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 

853.700.000,00 

853 700.000,00 

0.00 


5.2.2.18 03 

Belanja Jasa Publikasi Media Internet 

1.749 000.000,00 

1.749.000.000.00 

0,00 


5 2 2 10 

}3elail|a Jasa kebersihan 

1.717 320.000,00 

1.717 320.000.00 

0,00 


5.2.2.19 01 

5.2 2.20 

BH-mi'i Jnsu I flM-rsiJinji puilenekapan rumnh lunuga 

1.717.320.000,00 

1 717.320.000,00 

0,00 


BHanT^J^ri^uuamut" " 

1.037.320.000,00 

1.037 3.-u 000,00 

0,00 


5.2 2.20.01 

Belania Jasa Keamanan 

1.037.320.000,00 

1.037.320.000,00 

0,00 


5.2.2 22 

Belania Pemeliharaan 

52.446.344 485,00 

52.446.344 485.00 

0,00 


5.2 2 22.01 

Belanja Pemeliharaan 

52.446.344.485,00 

52 446.344.485.00 

0,00 


5.2.2.23 

Belanja Konsallansi 

7.631.524.500,00 

7.63 1 524 500,00 

0,00 


5 2.2.23.01 

Belanja Jasa konsultansi Penelitian 

2.792.002.000,00 

2.792.002.000,00 

0,00 


5 2.2.23.02 

Belanja Jasa Knnsultansi Perencanaan 

4 494.722.500.00 

4.494.722.500,00 

0,00 


5.2.2.23.03 

Belanja Jasa Kunsilliansi Pengawasan 

344.800.000,00 

344.800.000,00 

0,00 


5.2 2.24 

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 

480.500.000,00 

480.500.000,00 

0,00 


5.2.2.24.02 

Belanja Beasiswa Tugas Belajar SI 

64.750.000,00 

64.750.000,00 

0,00 


5.2.2.24.03 

Belanja beasiswa lugas lielajar S2 

316.000.000,00 

316.000.000,00 

0,00 


5.2 1 .24 04 

llelanja beasiswa lugas belajar S3 

99.750.000,00 

99.750.000,00 

0,00 


5.2.2.25 

Belanja Kursus, Pelatihan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 

3.907.155.000,00 

3.907.155.000.00 

0,00 


5.2 2.25.01 

Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 

3.692.250.000,00 

3.692.250.000,00 

0.00 


5.2 2.25.02 

Ekdmifti Sosiahsast 

42.825.000,00 

42.825.000,00 

0,00 


5.2 2 25.03_ 

Belania Kepesertaan 

172.080.000,00 

172.080.000,00 

0,00 


5.2.2 27™ 

Belanja Hibah Barang dan Jasa 

8.332.754.000,00 

8.332.754.000,00 

nr ' 0,00 


S 2 2 27 01 

Belania Hibah Barai i» atau Jasa vane Diserahkan Kepada Masyarakat 

6.415.603.200,00 

6.415.603.200,00 

0,00 







































































KODE 

REKENING 

URAIAN 

SEBELUM 

PERGESERAN / PERUBAH 
AN 

SETELAH 

PERGESERAN / PERUBAH 
AN 

BERTAMBAH / 
(BERKURANG) 

KETERANGAN 

5 2.3 21.01 

Belamu modal pengadaan konstruksi jalan 

89.506.111.200,00 

89.506,111.200,00 

0,00 


5.2 3.23_ 

tlelania Modal Pengadaan konstruksi Jaringan Air 

4.765.372.000,00 

4.765.372.000,00 

0,00 


3.2.3 23.06 

Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 

5.462.474.300,00 

5.462.474.300,00 

0,00 




12.000.000,00 

12 000.000,00 



S 2 3.23.0«) 


23 162.99«). 700,00 

23.162.999.700,00 

0,00 




2.499.000,00 

2.499.000,00 

0,00 


3.2.3.23 15 

Jlrianja modal pengadaan konstruksi bangunan kolam dan sejenisnya 

77.250.000.00 

77.250.000,00 

0,00 


- - . x . 


57.970.000.00 

57.970.000,00 

0,00 


.j ^ n ' 1 


57.970.000,00 

57.970.000,00 

0,00 


-- 


59.267 040.291,00 

59 267 040 291,00 

0,00 


r ■,, , h ni 


46.657.778.786,00 

46.657.778.786,00 

0,00 




231.250 000,00 

231.250.000,00 

0,00 




605.187.000,00 

605.187.000.00 

0,00 


5 2 3 26 05 

Belanja Modal Pengadaan kontraksi/Pembelian Bangunan Bersejarah 

'203.700.000,00 

203.700.000,00 





11.534.224 505,00 

1 1.534.224.505.00 

0.00 




34 000.000.00 

34.900.000,00 

0,00 




7 480.420.488,00 

7 489.429.488,00 

0,00 


5.2 . -3 2 7 13 

Tie'antt modal peiTgarlaan buku ilmu pengetahuan umum 

5.997.7 29.488,00 

5.997 729 488,00 

0,00 


5.2.3.27.17 

Belanja Modrd Pengadaan Buku Ensiklopedia 

1.481.700.000,00 

1.481.700 000,00 

0,00 



Belanja modal pengadaan peta / alias / globe 

10.000.000,00 

10.000.000,00 

0,00 


5.2.3.28 

Belan i a Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 

396.248.500,00 

396.248.500,00 

0,00 


5 2.3.28.07 

Belanja modal barang seni dan barang bersejarah khusus 

396.248.500,00 

396.246.500,00 

0,00 



Belanja Modal Pengadaan Rambu / Plang / Papan Petunjuk 

229.300.000,00 

229.300.000,00 

0,00 


S 2*3 3101 

Belanja Modal Pengadaan ramhu / plang petunjuk jalan 

195.000.000,00 

195.000.000,00 

0,00 


5 2 3 31 02 

HHanja Modal Prm*a<lAfui P«ipan Nama 

34.300.000.00 

34.300.000,00 

0,00 


5 2 V52 

Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 

358.500.000,00 

358.500.000,00 

0,00 


5 2 3 32 U ! 

Belan ia Modal pengadaan alal-alnt perlengkapan rumah tangga 

358.500.000,00 

358.500.000,00 

0,00 



JUMLAH BELANJA DAERAH 

1.728,484.296.529,88 

1.728.484,296.529,88 

0,00 


.. 

Surplus / (Defisit) 

127.290.880.893,88) 

(27.290.880.893,881 

0,00 


— 






6 

PEMBIAYAAN DAERAH 





6.1 

Penerimaan Pembiayaan Daerah 

16.000.000.000,00 

16.000.000.000,00 

0,00 



Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 

16.000.000.000,00 

16.000.000.000,00 

0,00 


<> 1 1.0-1 

Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 

16.000.000 000,00 

16.000.000.000,00 

0,00 


6.1.1.04.12 

Penghematan lainnya 

16.000.000.000,00 

16.000.000.000,00 

0,00 



Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 

16.000.000.000,00 

16.000.000.000,00 

0,00 



Pembiayaan Netto 

16.000.000.000,00 

16.000.000.000,00 

0,00 














6.3.1.01.01 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

111.290.880.893,88] 

(11.290.880.893,88! 

--J 

0,00 



BUPATI SIAK, 










Lampiran II: Peraturan Bupati Siak 



































Oelfunjangan Beras .. " ' _ __ _[ _1 54! 537.000,00 [T unjangan Be 



















































PEMERINTAH KABUPATEN SIAK 
Y PERUBAHAN ATAS PENJABARAN APBD 
TAHUN ANGGARAN 2017 



05 [Tunjangan Umum ' _ 1 38.575.87 5, 00j Tunjangan Ui 












































Lampiran II: Peraturan Bupati Siak 








































































Lampiran II: Peraturan Bupati Siak 

Nomor : Tahun 2017 

Tanggal : 9 7°^' 2017 



'M Tunjangan Jabatan. 227.504.875,00 Tunjangan Jaba tan_ 

Esselon Il/b :1 Orang x 13 bin "" 26.325.000,00 Esselon H /b : 1 Orang x 13 bin 

EsselorTlfT/a : 3 Orang x 13 bki 49.140.000,00 Esselon lH/a r 3 Orang x 13 bin 

Esselon Ill/b : 3 OrangxUbln __ | 38.220.00 0,00|Essel on IH/b : 3 Orangx 13 bin 
















04 [Tunjangan Fungsional ' | " 8. L00.000,00 [ Tunjangan Fungsto 






















175.500.000,OofEsseloa III/b ( 3 






























07 jTunjanga^PPh/Tunjangan Khusus _ ___"_ 4.305 . 000,00 Tunja ngan P Ph/Tunjangan K h 



Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 820.8 0 0.000,00 Tambah a n Penghasilan Berdasarkan Pertimbanga n Objektif Laini 















































Lampiran II: Peraturan Bupati Siak 
































Berdasarkan Pertimbangan' Objektif Lainnya _' | L48 7■700.ooojool Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lain 



























